
: 1. Undang-Undang Nornor 28 Tuhuu 195<) tentang
Pembcntukan Daerah 'TinAkat II dan Kotapraja di Surnatcra
Sel1;ltan(Lernbaran l~epubli1<tndcnceia Tahun 1959 Nomor
73, Tambahlll1 IX:mbaran NegaraRepublik Indonesia Nomor
1821;

Mengingat

ct. bahwa berdasarkan pcrumbangan sebugaimana dirnaksud
dalarn huruf a, huruf b dan huruf c, porlu mcnetapkan
Peraturan waltkoia tcntang Pclaksnnaan Pc:rjalanan Dinas
Dalarn Ncgcri:

c. bahwa dalam rangka transparanai, akuntabilltas, serta
rasionajltas pelaksnnuan perjalanan dinas, dan penyesuaian
terhadap pcrkcrnbangan kcadaan pcrlu mcnggaml
Peraturan Walikotn Palembang Nomor 61 'rahun 2014
teniang PCctOJ1l911 Pelaksanaan Perjalonan Dinas Dalam
Ncgeri (Aerita Dacran Kora Palembang Tahun 2014 Nomor
61) sebagaimana Lelah diubah dcngan Peraturan W;i\llkolR
Pah::mbaug Nomor 36 Tahun 2015 tenlang Pcrubahan Atas
Peraturan Walikota Palcrnbang Nomur 61 'I'ahun 2014
tcntang Pcduman Pclaksanaan Porjalanau Dinas Dalam
Negeri;

b, bahwa pcrjalanan dinas yang dilaksanekan oleh aparatur
dengan pninsip selektif', kcscauaian, cfisiensi dan
akuntabilitas diharapkan rnarnpu rneningkatkan kualitas
penyelenggaraan perneriniahau dacrah;

Mcnimbang : a. Bahwa pcrjalanan dinas dipcrlukan dalarn rncnunjang
penyclenggnraan pemeriruahnn dalam kcrnngka Negnra
Kesatuan Republik lndonesla:
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7. Pimplnnn dna Anggota....

Dalam Peraturan Walikota in! yang dlmaksud dcngan:
1. Kota adalah Kota Palembang.
'2. Pemerintah Kola adalah Pemerintah KOl8 Palembang.
3. Provinsi adalah Provinsi Sumarera Selatan.
4. Walikota adalah Walikota Palembang.
5. Wakil Walikota adalah Wa.lcilWalikota Palembang,
6. Dewan Perwalcilan Rakyat Daerah yang sctanjurnya

disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kola Palembang.

Pasa.l 1

KE:TF.NTUANUMUM

BABI

MEMUTUSI<AN:

PERATURI\N Wi\1..IKOTA TENTANO PEDOMAN
PEL.AKSANAANPERJA1..ANMIDINAS DALAM NEGERI

2. Undang-Undang Nomor 23 'l'ahun 20<14 tentang
Pernerintahan Daerah [Lernbaran NegaraRcpubUk Indonesia
Tahun 2014 NomoI' 294, Tambahan Lernbaran Negara
Republik Indonesia Nornor 5587) sebagaimana telnh diubah
beberapa kali, tcrakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 20 is tcntang Perubahan Kedua Atas Undang­
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah [Lernbaran Negarn Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia.
Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah [Lernbaran Negara Republik
Indonesia 'l'al1u112005 Nomor 140, Tarnbahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor 4578);

4. Peraturan Pemerintah Nornor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lernbaran
Negara RepubUk indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lernbaran Negara Republlk Indonesia Nomor
4416) sebagaimana telah diubah bcberapa kall, tcrakhlr
dengan Peraturan Pernerintah Nomor 21 Tahuri 2007
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerlntah
Nomor 2<.11a111.1n2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara RcpubUk Indonesia Tahun 2007
Nomor 47);

5. PeraruranDacrah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2007
tentang Pokok-pokok Pengclolaan Keuangan Daerah
[l-embaran Daerah 'Kota PalembangTahun 2007 Nomor 2);

Menetapkan



21. Pclllksnnll SPO....

7. Pimpinan clan Anggota Dewan Perwaldlan Rakyal Daerah
yang selanjutnya diaingkat Pirnpinan dan Anggota DPRD
adaJah Pirnpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Palembang.

8. Sckrctaris Daerah yang selanjutnya disingknt Sekda adalah
Sekretarts Dacrah Kota Palembang,

9. Sekretariat Dacrah adalah Sekretariat Daerah Kota
Palembang yang dipimpin oleh Sckretarls Daerah.

J O.Pegawal Negeri Sipil yang selanjutnya dlsingkat PNS dan
Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS
adalah warga negara tndonesla yang rnemenuhi syarat
tertentu yang diangkat oleh pejabat berwenang dan
diberikan tugas dalam suatu jabatan eli Pernerintah Kota
Palembang dan dlberikan gaji berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

I I. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang sclanjurnya
disingkat Pegawai Non PNS adalah Pegawai non PNS
Kontrak dan Pegawai Non PNS lainnya yang
diangkat/ditugaskan untuk jangka waktu tertentu, guna
melaksanakan tugas pemerlntah. dan pembangunan yang
bersifat teknls profesional dan administratif sesual dengan
kebutuhan dan kemampuan organisasi.

12. Satuan l<etja Perangkat Daerah yang scianjulllya disingkat
SKPD adaJah perangkat daerah pada Pemerintah Kota
selaku pengguna anggarau/pengguna barang.

13. Pengguna Anggaran yang sclanjutnya dlsebut PA/I{epala
SKPD adalah pejabat pernegangkewenangan penggu naan
anggaran 1I11l11kmelaksanakan tugas pokok dan (ungsi
SKPDyang dipimpinnya.

14. Kuasa Pcngguna Anggaranyang selanjutnya disingkat KPA
adalah pejaba; yang mernperoleh kuasa dari PA untuk
rnelaksanakan sebagian kewenangan dan rangguugjawab
penggunaananggaran padaSKPDyang bersangkutan.

15. Perjalanau Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut
Pcrjalanan Dinaa adalah perjalanan keluar dari ternpar
kedudukan ke tempat yang dituju dan kernbali ke ternpat
kedudukan semula, baik perscoranganmaupun secara
bcrsama aras perintah pejabat yang berwenang uruuk
kepentingan Pernerintah Kota Palembang.

16.Lumpsum adalah suatu jumlah uang yatlg telah dihitung
tertebih dahulu dan dibayarkan sekaligus.

17.~iaya Rii.l adalah biaya yang dikeluarkan aesuat dengan
bukti pengeluaranyang sah.

18. Pcrhitungan Rampung adalah perhitungan biaya
Perjalanan Dinas yang dihitung sesuai kebutuhan nil
berdasarkan ketentuan yang berlaku.

19. Surar Perintah Tugas yang selanjumya disingkat SPT
adalah dokumcn yallg menjadi dasar pernbuatan surat
perintah perjalanar; dinas.

20, Surat Perjalanan Dinas yang solanjutnya disebut SPD
adalah dokumen yang diterbilkan daJam rangka
pelaksanaan perjalanan dinas bagi Pejabat, PNS/CPNS
serta Pegawal Tidak Tetap untul< me1aksanakanper:jalflnan
dioas.
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d. akuntabllltes ....

Perjalannn Dines dilaksanakan dengan mernpcrhatikan prinsip
sebagai berikut:
a. selektif,yairu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi don

prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan
pemerlntahan;

b. kesesuaian dengan pencapaian kinerja SKPD;
c. efisiensi penggunaanbelanja daerah; dan

Pasel 3

BAB 111

PI<INSIPPERJALI\NAN D1NAS

(3) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diberikan kepada:
a. Walikota dan Wakll Walikota;
b. Pimpinan dan Anggota DPRD;
c. PNS dan Calon Pegawai Negeri Sipil;
d. PegawaiNOll PNS/pcgawai tidak tetap.

(2) Perjalanen Dinas sebagaimana dirnaksud pada ayat (1)
rnelipuri:
a. Perjalanan Dinas dalam daerah; dan
b. Perjalanan Dinas luar daerah.

(I) Pcraturan WaJikota ini mengatur mengenai pedoman
pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas
Iingkup Pemerintah Kota.

Pasal2

RUANO LINOKUP PEJ.<JALANANDINAS

BAB II

21. Pelaksana SPl) adalah Pejabat, PNS/CPNS dan Pegawai
Tidak Temp yang mclaksanakan perjalanan dinas,

22. Wilayah Jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan
tugas.

23. Tempat Kedudukan adalah rempat kota
kantol'/sallianjunil kerja berada,

24. Tempat Bertolak adalah rempar/kora melanjutkan
perjalanan dfnas kc tcmpat tujuau/kota transit.

25.1'empat Tujuan adalah ternpat kota yang menjadl tujuan
perjalanan dinas.

26. Uang Pcrsediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah
uang muka kcrja dalam jumlah tertentu yang diberikan
kepada Bendahara Pengeluaranunruk membiayai kegiatan
operasionalsehari-hari satuan kcrja yang adak mungkin
dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.

<I



l:. rnulaksanakan kcgiatan....

Perjalanan Dinas luar daerah dilakukan dalarn rangka:
a. stud! banding. konaultansi, dan sejenisnya;
b. menghadlri undangan rapar, seminar. konferensi. birnbingan

teknts dan sejentsnya:

Pasal6

Perjalanan Dinas luar daerah sebagaimana dimaksud dalarn Pasal
2 ayat (2) huruf b meliputi:
a. Perjalanan Dinas luar daerah di dalam provinsi; dan
b. PerjaJanan Dinas luar daerah ke luar provlnsi.

Pasa!5

BAn V

PERJAIANAN DINAS LUAR DAERAH

('I) Pemberian biaya PClja.lanan Dinas dalarn daerah diatur sebagai
berikut:
a. biaya Perjalanan Dines dalam daerah dibcrikan untuk

pelaksanaan rugas yang penyelesaiannya memerlukan
waktu paling rendah 6 (cnam) jam dalam 1 (satu) hari:

b. biaya Perjalanan Dinas dalam daerah tidak diberikan
apabila pcrjalanannya menggunakan kendaraan dinas
dan/atau untuk perialanan yang bersifat rutin; dan

c. Perjalanan Dinas dalam rangka mcngikuti pcndidikan dan
pelatihan diberikan paling lama 4 (empat) hari,

(3) niaya Perjalanan Dlnas dalarn daerah terdiri atas liang harian
Yang diberikan secara LUmpSl1111.

(2) PerjalananDines dalam daorah dllakukan dalam rangka:
a. pelaksanaantugas dan fungsi yang rnelekat padajabatan;
b. mengikuti rapat, seminar, dan scjcnisnya; dan
c. mengikuti pendidlkan dan petauhan.

(1) Perjalanan Dinas dalam daerah scbagalmana dimaksud dalarn
Pasal 2 ayat. (2) huruf a adalah:
Fl. periatanan yang berkaitan dengan pelaksanaan rugas kantor

ke satuan kelja/instansi di luar llngkup Pernerintah Kota
yang berlokasl dalarn daerah; dan/atau

b. perjalanan melaksanakan tugas stat; nama lembaga Dewan
Perwakilan Rakyat. Daerah.

Pasal4

BABIV

PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

d. akuntabilttas pernberian perintah pelaksanaan perjalanan
dinas dan pcmbebanan biaya perjalanan dinas.
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(5) BIAya pcnglnapan ....

(3) Biaya tranepertasl sebagairnanadimaksud pada ayat (I)
huruf bmeliputi:
a. biaya Perjalanan Dlnas dari rernpat kedudukan sarnpai

tempar tujuan kcberangkatan dan kepulangan; dan
0. retribusi yang dipungut di terminal buststasiun/

bandara/pclabuban keberangkatandan kcpulangan.

(4) Dalnm hal Perjalanan Dinas dilakukan dcngan menggunakan
kendaraan dinas maka biaya transport diberikan berupa uang
penggantian bahan bakar minyak, dan kota Tcmpat
Kedudukan ke kota TempatTujuan.

(2) Uang harlan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
melipufi:
a. uang makan;
b. uang transportaei lokal; dan
c. uang saku.

(1) Pcrjalanan Dinas luar daerah terdiri atas komponen sebagai
berikut:
a. uang harlan;
b. biayatransport/biaya bahan bakar minyak;
C. biaya penginapan;
d. uang representasi;
c. sewakcndaraan dalam kota;
f. biaya angkutan dan pemetianjenazah ,

Pasal7

i. meiakukan pengobatan dikarenakan penyakir yang
dideritanya berdasarkan sural. keteranganj'rujukan dokter
bagi WaJikota dan Wakil Walikota:

j. mengambil/mcnjcmput jcnazah pcgawal yang rncninggal
dunta dalam melakukan perjalanan cllnas.

c. mclakeanakan kegiata» promosi/pameran daerah, dan
sejenisnya;

d. melaksanakan perimtah/lugas dar! atasan terkait dcngan
tugas pokok lungsi jabatan dalam rangka penyelenggaraan
pemerintanan daerah;

c. ditugaskan untuk menempuh ujian clinas/ujian jabatan;
f. menghadapi majelis penguji kesehatan PegawaiNegeri atau

rnenghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk,
untuk mendapat surat keterangan dokter tentang kesehatan
guna kepentingan jabatan;

g. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan
dokter karena mendapat. cedera pada waktuj'karena
melakukan tugas:

h. ditugaskan mcngikuti pcndidikan clan pelatihan dlnas;

6



1
paling tinggi d...ngan....

Pernbcrian biaya Perjalanan Dlnas Iliar daerah sebagaimana
dlmaksud dalarn Pasal 5 diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Perjalanan Dinas scbageimane dimaksud dalam Pf{sal6 huruf

a. dibcrikan paling lama 4 (empat) hari dengan jumlah
Pclaksana SPD dibatasi scsuai relevansi dari substansi tujuan
pelaksanaan Perjalanan ,minas;

b. dalarn hal dipcrlukan tambahan han maka Pelaksa.oaSPD
dapat mengcjukan ijin kepada PA dcngan rnerincikan
keperluan pcnambahan jurnlah han;

c. Perjalanan Dinas sebagairnanadimaksud dalam Pasal6 huruf
b, dlberiknn berdasarkan jurnlah waktu sesuai undangan dan
paling lama dapai ditambuh 2 (dual han perjalanan;

d. Perjalana.nDinas sebagaimanadirnaksud dalam Pasal 6 huruf
0, d, e dan f diberikan bcrdasarkan jumlan waktu sesuai
penugasan;

e. I'crjalanan Dinas sebagairnana .dimakaud dalarn rasa! 6 huruf
g dan i, diberikan berdasarkan jurnlah waktu sesuai
pcnugasan, dan dapat rncllglxms(lrtokan kciuarga/
pendarnping sebanyak l [satu) orang;

r. Perjalanan Dinas sebagalrnana dirnaksud dalam Posal 6 huruf
h diberikan berdasarkan jumiah waktu scsuai penugasan,atau

(10)·Biaya angkutnn dan perneuan jenazah dibcrikan hanya unruk
Perjalanan Dinas sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 6 huruf
j.

(9) Sewa kendaraan sebagairnnna dimaksud pada F1ya.t (I) huruf e
sudah terrnasuk biaya uruuk pengemudi, bahan bakar
minyak dan pajak.

(8) Sewa kendaraan dalarn kota sebagalrnana dlmaksud pada
ayat (1) huruf e diberikan kepada WnJikota dan Wakil
Walikota dan pcjabar lainnya sebagalmanadiatur lebih lanjut
dalam keputusan walikota untuk keperluan pelaksanaan
rugas di tcmpat tujuan.

(7) UaJ1Srcprcscntasi sebagairnana dimaksud pada ayai (1) huruf
rI dflpat dibcrikan kepadaWalikota, Wakil Walikota, Pimplnan
dan Anggota DPRD, PNS Eselon II selama rnelakukan
Pcrjalanan Dinas.

(6) Dalam hal pelaksana Perjalanan Dlnas tidak rnenggunakan
fasllltas hotel atau tempat penginapan lalnnya scbagaimana
dimaksud padaayat (5), kepadayang bersangkutan dibcrlkan
biaya penginapan scbcsar 3U% [tiga puluh persen] dad tarif
periginapnn sesuai dengan tingkatan Perjalanan Dinns yang
diietapkan dengan Keputusan Wallkotn.

(5) Biaya penginapan sebagaimanadirnaksud pada ayai (1) huruf
c rncrupakan biaya yang diperlukan untuk menginap eli hotel
atau rempat pcnginapan lainnya.
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dimaksud pada aYllt (1)....

(4)

(2) Biaya Perjalanan Dillas luar daerah untuk PNSsebagairnana
dimaksud ayat (1) huruf b, digolongkan menjadi 5 (llma],
yaltu:
a. untuk sekda,
b. untuk eselon IIi
c. untuk eselon U1lgolongan IV;
d. untuk eselon lV/golongan Ill; dan
c. untukPNSgolongan 1I/I/CPNS.

Besaran biaya Perjalanan Dinas luar daerah Pimpinan dan
Anggota DPRDdiatur lebih lanjut dalam kcputusan walikota.

pcgawoiNonPNSdapat dlberikart biaya PerjalananDinas luar
daerah yang digotongkan dalam tingkat sebegafmana

(3)

(I) Biaya Perjalanan Dinas luar daerah sebagairnanadlmaksud
dalam Pasal 5 dikolompokkan menjadl biaya Pcrjalanan Dinas
untuk:
a. Walikota dan Wakil Walikota; clan
b. PNS.

PasallO

(2) Dalam hal memerlukan narasurnber yang berasat dari IUAr
daerah dan narasumber tersebut tidak rnendapatkan fasilitas
biaya Perjalanan Dlnas dari anggaran instanei/satuan kerja
lainnya maka narnsurnber dapat diberikan biaya Perjalanan
Dinas dalam daerah yang besarannya disetarakan seeuai
tingkat kcpatutan.

(3) Rincian besaran biaya Perjalanan Dines dalarn daerah
sebagaimana dimaksud dalam ayat (I), ditetapkan dengan
Keputusan Walilcota.

(1) Biaya Perjalanan Dinas dalam daerah sebagaimanadlmaksud
dalarn 'Pasal4 ayat (l)j clibagi dalarn 5 (lima) tingkatnn yaitu:
a. Walikota dan Wakil Walikota;
b. escIon UI DPRD;
c. eselonIll;
d. eselon IVidan
e. non eselon

Pasal9

BIAYA PERJALANAN DINAS

BAR V1

paling tinggi dcngan perhitungan untuk 5 (lima) hari
penugasan; dan

g. Perjalanan Dinas sebagairnana dimaksud dalam Pasal 6 huruf
J, waklu pelaksanaan paling lama 3 (hori), dan pelaksnna SPD
terrnasuk plhak keluarga berjumlah 3 (oga) orang,



(J)Kompom,'UlIia}8,.,.

(2)

Dalarn hal Perjalanan Dinas luar daerah dttalcukan secara
beraama-eama untuk rnelaksanakan suatu kegiatan,
Pelaksana SPDdapat menginap pada hotel/penginapan yang
sama danj atau mcnggunakan penyedia jasa.

Penelapanpenycdlajnsa sebagaimanadimaksud pada ayat (1)
dllakukan sesuai ketentuan yang mengalur pengadaan
barangjjasa pernerintah.

( I)

Pasal 11

Rincian besaran uiaya Perjalanan Dina!; sesuai tingkatan
perjalanan dlnas dltctapkan dengan Keputusan Walikota

(7)

Komponen biaya pflrjnlnnfln dlnas IUBJ'daernh sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diberlkan berdasarkan
tingkat biaya Perjalanan Dinas sebegsrmana dimaksud pada
t\yat (l). dengan ketcmuan sebagai berikut:
a, biaya iransportasi pegawai dibayarkan sesuai biaya riil

berdasarkan fasililas/mode transportasi scsuai tingkatan
perjalanan dinas;

b. uans bahan baknr minyak untuk yang menggunakan
kendaraan dinas dibayarkan secera Lurnpsum dan
merupakan batas torringg]:

c, biaya penginapan dibnyarkan sesuai dengan Biaya Riil,
dlkecualikan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(6) don merupakan batas tertinggi;

d. dalarn hal telah mendaparkan fasilitas pcnginapan maka
tidak diberikan biaya penginapan sebngaimana dirnaksud
pada pasal 7 ayat (6);

e. uang representnst dlbayarkan secera Lumpsuru dan
merupakan batas tertinggi, untuk Perjalanan Dinas
sebagaimana dlmaksud dalam Pasal G huruf h. tldak
diberikan uang representasi;

C. sewa kendaraan dalam kola dibayarkan sesuai dengan
Biaya RiiI dan merupakan hams tertinggi;

g. biaya pemetian dibayarkan sesual Biaya Rill dan
merupakan batae terunggi sesuai rlngkatan biayn
Perjalanan Dinas;

h. angkuran jennzah dibayarkan berdasarkan Blaya Rill
sesuai tari]' yang berlaku dan aiM nngkutan yang
dlgunakan.

(6)

Pegawal Non PNS dapat mclakukan Perjalanan Dinas luar
daerah dalarn hal mendcsak/khusus, yang digolongkan
dalam tingkat sebagaimann dirnaksud pada ayat (2), menurut
ringkat pcndidikan, kepatutan, dan/atau tugas yang
bersangkutan,

(5)

dimaksud pada a,yat (I), menurut Ungkal pendidikan,
kepaturan, dau/atau tugae yang bersangkutan.

I)



OAB \011...•

Ketentuan pengernballan kelebihan uang harlan, biaya
pcnginapan, wang represeniasi, dan sewa kendaraan dalarn
KOla sebagairuana dlruaksud ayat (3) tidak berlaku untuk
ketentuan sebagaimanadirnaksud dalam Pasal6 huruf i.

(4)

DaIam hal jumlah hari perjalanan dinas kurang dan jumlah
hari yang ditetapkan dalam SPD, Pelaksana SPD harus
mengembalikan kelebihan uang harian, biaya penginapan,
dan liang representasi.

(3)

(2) Tarnbahan uang harlan, biaya penginapan dan uang
representasl sebagairnana dimaksud pada ayat (I) hanya
dapat dipertimbangkan untuk keperluan scbagaimana
dlmaksud dalam Pasal 6 huruf b dan huruf d, dan dibayarkan
setclah adanya persetujuan PA dengan melamplrkan
dokumen surat keterangan perpanjangan tugas da.ri pejabat
yang berwenang atau surar kotcrangan kelalaian dan Kepala
Bandarayperusahaan jasa transportasi lainnya.

(1) Dalarn hal jurnlah hari PerjalananDinas ke luar dacrah
melcbihl jumlah harl yang ditetapkan dalam SPDdan tidak
disebabkan oleh keealahanykelalaian Pelaksana SPD maka
Pelaksana SPD dapat dipertimbangkan untuk diberikan
tambahan uang harlan, biaya penginapan dan uang
representasi.

Pasal 13

(2) Dalam hal Perjalanan Dinas harus segeradUaksanakan, biaya
Peljalanan Dinas sobagalmanadirnaksud pada ayat (1) dapat
dibayarkan setelah Perialanan Dlnas setesai.

(1) Biaya PerjalananDlnasdibayarkan sebelumPerjalanan Dinas
dilaksanakan.

PasaJ 12

(3) Komponen biaya Perjalanan Dinas yang dapat dilaksanakan
dcngan perikatan meliputi biaya transport terrnasuk
pembelian/pengadaantiket dan/atau biayapenginapan.

(4) Dalam hal blaya penginapan pada hotel/penglnapan yang
sama sebagalmenadimaksud pada ayar (I) lebih tinggi clad
satuan biaya botel/penglnapa» sebagaimana ditetapkan
dalam Keputusan Walikota maka Pelaksana SPD
menggunakan fasilltas kamar dengan biaya ierendah pada
horel/pcngtnapan dlmaksud.

(5) Bagi Pelaksana SPD yang ditugaskan mcndampingi
WaUkotajWalcil Walikota dapat menginap pada hotel yang
sama dengan mcnggunakanfasilitas kamar dongan biaya
tebihrendahdari fasilitasWalikota/Wakil Walikota.

10



(3) Perialanan Dinas ....

Untuk PetjaJanan Dinas dalam rangka konsultansi,
kunjungan kerja, studl banding dan/atau yang scjenisnya,
dibatasi dengan ketenruan sebagai berikut:
a. perjalanan dinas dllaksanakan dalam hal data/mformnsi

yang diperlukan hanya dapai dlperoleh dengan cara
mengunjungi langsung ke sumbernya atau udak dapat
diperoleh melalui media tolekomunlkasi/medla informasi
lainnya;

b. hanya dapat dllkuti oleh PNS dengan jabatan Eselon/yang
disetarakan, Anggota DPRD dan/atau apabila cliperlukal~
dapat rnengikut sertakan PNS non e;selon/CPNS/Pegawal
non PNS paling banyak3 (Uga)orang.

(2)

Dalam rangka mengajukan usulan persetujuan pelaksanaan
Perjalanan Dlnas aebagalmana dimaksud dalam Pasal 14 ayat
(?), kepala SKPD harus-diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a. ketersediaan anggaran:
1.>. relevansi antata jabatan pcserta Perja.lanan Dinas dengan

substanai yang dimaksud dalam pelaksanaan perjalanan
dinas;

c. kepatutan dan kewsjaran jumlah perserta PerJalanan
Dinas:

d. tlngkal kepcnringsn dan prioritas pelaksanaan Parjalanan
Dines terkait pencapaian kincrja SKPD.

(1)

Pasal 15

(4) Anggola DPRD dan Sekretaris DPRD mengusulkan !jin
pelaksanaanPerjalananDinas kepada Pimpinan DPRD.

(I) Pelaksana SPD harus mengajukan IJm tertulis guna
rnendapatkan persetujuan pelaksanaan Perjalanan Dinas.

(2) Pennobonan ijin pelaksanann Perialanan Dlnas scbagalmana
dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala SKPD/PA, 3
(tigo) han sebclum rencana keberangkatan, kecuali untuk
Petjalanan Dinos dalam rangka mernenuhi undangan atau
melaksanakan tugaa/perintah.

(3) Permohonan Izin pelaksanaan Perjalanan Dinas sebagaimana
yang dimaksud pada ayai (2) ditujukan kepada:
a. Walikota/WakU Walikota untuk Perjalanan Dinas yang

clilaksanal<an oleh eselon II dan kepala SKPDj
b. Sekda untuk Perjalanan Dinas yang dilaksanakan oleh

eselon III, eselon W, staf SKPD dan pegawai non PNS;dan
c. Sekda dapat mernberikan iji.11 untuk Perjalanan Dlnas

yang dilaksanakan oleh eselon II dan kepala SKPD dalam
haJ Walikoto/Wakil Wa.likota tidak bcrada eli Kota,

Pasal 14

PELAKS~AAN DAN PROSEDUR PBMBAYARAN
AlA VA PERJALANAN DINAS

BAD VIT

II



o. perikatan dcngan ....

( 1) Pernbayaran biaya Perjalanan Dinas dalam negeri dlberikan
dalarn batas pagu anggaran yang tersedla dalam Dokumen
Pclaksanaan AnggaranSKPD berkenaan.
Pembayaran biaya Porjalanan Dinas dilakukan mclalui
mekanismeUPdanj'atau rnekanismepcmbayaran langsung.
Pernbayaran biaya Perjalanan Dinas dalam negeri clengan
mekanismepernbayaranlangsung dilakukan melalui:

(2)

(3)

?asa117

(3) PA/Kepala SKPD menerbitkan SPD untuk biaya Perialanan
Dinas yang dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan
Anggaran SKPD berkenaan.

(4) Dalam menerbitkan SPD. PA/Kep~a SKPD sekaligus
menetapkan tingkat golongan Pcrjalanan Dinas dan alat
transportaslyang digunakan untuk melaksanakan Pcrjalanan
Dinas dengan mempcrbatilean ketersediaan anggaran.

(1) Dengan berdasarkan persetujuan sebagaimana dlmaksud
dalarn Pasal .14maka penerbltan Surat Tugas diatur sebagai
berikut:
a, Walikota./Wakil WaJikota untuk Perjalanan Dinas yang

dilakukan Walikota, Wakll Wallkota, Sekda,eselon II, dan
kepala SKPD.

b. dalam hal Walikota/Wakil Walikcta tidak berada di Kota,
surat tugas dapat ditcrbltkan oleh Sekda;

c. PA/Kepala SKPD untuk Perjalanan Dinae yang dllakukan
PNS dan Pegawai Non PNS yang bertugas PAriS SKPD
berkenaan;

d. Ketua DPRD untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan
Pimpinan DPRD, Anggeta DPRD dan Sekretaris DPRD.

(2) Surat rugas eebagaimana dimaksud pada ayat (I) disiapkan
oleh unit kerja pelaksana SPD dan ditembuskan ke Badan
Kepegawaian Daerah dan Diklat Kota Palembang.

Paw)6

(4) Kecuali untuk kegiatan konsultasl yang berslfar mendesak
yang apabila tidak dileksanakan akan mengakibatkan
kerugian daerah dan/atau mengganggu tcrlaksananya
penyelenggaraan pemerintahan daerah, Perjalanan Dinas
sebagairnancdirnaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan
walaupun belum tersedia anggarannya atau belurn
dianggarkan dalam Anggaran Pendaparan dan Belanja
Daerah.

(3) PerjalananDinas dalam rangka konsultansi, kunjungan kerja,
study banding dan/atau yang sejerusnya, serta PerjaJanan
Dinas keperluan promosi/pemeran daerah, dapat
dilaksanakan dalam hal telah tersedla anggarannya I telah
dlanggarkan daJarn Ansgar-an Pendapatan dan Belanja
Daerah.

12



PIlSru .ll ....

(2)

(1) Dalarn hal biaya Perjalanan Dinas yang dibayarkan kepada
Pelaksana SPD melebihi biaya Perjalanan Dlnas yang
seharusnya dipertanggungjawabkan, kelebihan biaya
Perjalanan Dinas tcrsebut harus disetor melalui bendahara
pengeluaran.

Dalam hal biaya Perjalanan Dinas yang dlbayarkan kepada
Pelaksana SPD kurang dan yang seharusnya, dapat
dlmintakan kekurangannya melalui mekanisme UP atau
pembayaran langsung.

Pasal 20

(2) Dalam hal biaya Perjalanan Dlnas dilaksanakan
menggunakan perikatan/perianiian dengan penyedia jasa
maka nilai satuan harga dalarn kontrak/perjanjian tidak
boleh rnelebihi tarif tiket resmi yang dikeluarkan oleh
pcruaahaan jasa transportasi atau tarif penginaparr/ hotel
resrni.yang dikeluarkan oleh penyediajasa penginapan/ hotel.

(1) Pembayaran biaya Perialanan Dinas dengan mekanisme
pembayaran langsung dilakukan melalui transfer dari kas
daerah ke rekening bendahara pengeluaran atau pihak ketiga.

Pasal 19

(1) Pernbayaran biaya PerjaJananDinas dengan mekanisme UP
dilakukan dengnn mcmbcrikan uang rnuka kepada Pelakeana
SPD oleh bendahara pegeluaran,

(2) Pemberian uang muka sebagaimana dirnaksud pada ayat (I).
berdasarkan persetujuan pembcrian uang muka dari KPA
dengan melampirkan dokumen sebngai berikut:
a. S.PT;
h. fotokopi SPD;
c. kwitansi tanda tcrima uang muka; dan
d. rincian perkiraan biaya Perjalanan Dinas.

Pasal18

a. perikatan dcngan penyediajasa; dan
b. bendahara pengcluaran.

(4) Perjalanan Dinas dalam negeri yang dilakukan dengan
penyedia jasa sebagaimana dirnaksud pada ayat (3) huruf a
mellputl:
a. Perjalanan Dinas keluar daerah untuk keperluan studi

banding, koueultansi, dan sejenisnya; dan
b. Perjalanan Dlnas keluar daerah unruk keperluan

menghadiri undangan rapat, seminar. konferensi, promosi
dacrah dan sejenisnya.

13



joso penyc:waan kcndaraan ....

(1 ) Pelaksana spn mempertanggungjawabkan pelaksanaan
Perjalanan Dinas kepada pejabat yang menerhitkan SPT dan
lliaya Perjalanan Dinns paling larnbat 5 (lima) hart kerja
setelah Perjalanan Dinaa dllaksanakan.
Pertanggungiawaban biayn Perjalanan Dlnas sebagaimnnn
dimakaud pada aYfit (I.) dengan mclampirkan dokumen
bcrupa:
a. SPTyang sah clan atasan Pelaksana SPD;
b. SPD yang Lelah ditandatangani oleh pejabat di tempat

pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang
mcnjadi rempat tujuan Petjalanan Dlnas;

c. uket pesawat, boarding pass, airport La.'X/rcrribusi,
dan/atau bukti pernbayaranmoda transportasi lainnya;

d. bukti pernbayaranyang sail untuk pengeluaran rill. yang
dikeluarkan oleh uaclan usaha yang bergeralc oi bidang

(2)

Pasa)22

PERTANGOUNOJ/\WI\A/\N BIAY/\ P8R.JALANAN D1NAS

BAB VIlI

(3) Biaya pernbatalan yang dapat dibebankan pada Dokumen
Pelaksanaan Anggaran SKPD sebagaimono dirnaksud pada
avat (1) sebagal berlkut:
a. binyn pernbatalan tlkel traneportaet dan/atall biaya

penginapan: atau
b. scbagian atau seturun biaya tiket traneportast atau biaya

penginapan yang tidak dapat dikernbalikan.

(2) Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pernbebanan
biaya pernbatalun sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mcliputi:
0, surat Pcrnyataan pembatalan tugas Perjalanan Dinas

jabntan dad atasan Pelaksana SPD/pejabat yang
menerbitkan SPT. scsuai formal sebagaimana rercantum
dalarn Lampiran 1 yang mcrupakan bagian yang tidak
rerpisahkan dari Peraturan Walikora int:

b. sural pernyataan pembebanan biaya pembatalan
Perjelanan Dlnas Jabatan sesuai format sebagalmana
tercantum dalam Lampiran 11yang merupakan bagia.n
tldak terpisahkan dari Peraruran WaUkotc1.ini;

c. pernyataarr/tanda buktl besaran pengembalian biaya
lransportasi dan/ntau biaya penginapan dati perusahaan
jasa transportasi dan/ntau pcnginapan yang disahkan
oleh K.PA.

(1) Dalam hal terjadi pembatalnn pelaksanaan Pcrjalanan Dinas,
biaya pcmbatalan dapat dibebankan pada Dokumen
Pclaksanaan Anggaran SKPD berkenaan.

Pasa121
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(2) Pihak lain ....

Pejabal penerbit SPT sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 16
ayat (1) dapat mengusulkan/mcmcrintahkan pihak lain di
luar PNS/CPNS/PegawaiNon PNS Pernerintah KOla unruk
melakukan PerjaJalHl.l1 Dlnaa.

(1)

Pasal24

KI::'I'(:;NTUANLAIN-I,AIM

BAB1X

(2) Dalam hal terjadi kcrugian ncgara/daerah yang diakibatkan
perbuarnnsebagaimanadimaksud peda ayar (I) maka selain
pelaksanaSPD,PA/Kepala SKPDturui bertanggungjawab,

(1) PA/Kepala SKPD wajib menyelenggarakan pengendalian
Internal terhadap pelaksanaan Perjalanan Dinas dcngan
mernpcrbatlkan prinsip perjalanan dlnas, mellpuu:
a. tidnk membcrlkan rekomendasi/mengusulkan keglatan

Perjalanan Dinas yang tidak reievan dengan
penyelenggaraanpcmerintahan daerahzuruuk kepentingan
pribadi; dan

b. tidak memberikau/mcngceahkan pernbayaran biayn
Porjalanan Dinas kepada Pelaksana SPD sang melakukan
pemalsuan dokumen perjnlanan dina!; fiktif, menaikkan dari
hnrga sebenarnya, dau/atau menerima biaya perjalanan
dinas rangkap dularn pertnnggungjowaban Perjalanan Dlnns.

Pasal 23

(5) KPAmengesahkanbuktl pengeluaransebagatmanadimaksud
pada ayat (1) dan menyampalkan kepada bendahara
pengelunran scbagai pertanggungjawaban UP dan buktl
pengesahan surat Perintah MembA,Yar/SlU'3.l Perintah
PencairanDana pernbaynran langsung PerjalananDinas.

(4) KPA melakukan perhirungan rampung seluruh bukti
pengeluaran biaya Perjalanan Dinas dan disampaikan kepada
bcndahara pengeluaran.

(3) Dalam hill bukri pongeluaran transportasi dan/atau
penginapansebagairnanadimaksud pads. ayai (2) huruf c dan
o tldak dlperoleh, pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas
keluar daerah dapat menggunakan daftar pengeluaran riil
sebagaimana tercanturn dalam Larnpiran III yang mcrupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturnn Wnlikota ini.

jase penyewaan kendaraan clM/atau [asa hOlel/
pcnginapan: clan

e. Inporan tcrtulls tentang pelaksanaan PerjalananDinas.

15



Diundall kan dl Palemban&

HARNOJOYO

Diteta kan di Palernbang
pads t nggal ~Descmber 2015

Agar setiap orang mengetahuinya, rnernerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini, dengan penernpatannya dalam Berita
Daerah Kota Palernbang,

PcraturanWalikota Inl mula! berlaku pada ranggaldiundangkan.

Pasal26

Dengan ditetapkannya Peraluran Walikota. Ini maka Pcraturan
Walikota Palernbang Nomor 61 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pelakeanaan retjalanan Dtnas Dalam Negeri sebagalmane Lelah
diubah denganPeraturanWalikota Nornor36 Tahun 2015 teruang
Perubahan Aras Peraturan Walikota Nomor 61 Tahun 2014
temang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal25

I(ETENTUAN PENUTUP

BAS X

(3) Penggolongan icrhadap pihak lain sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) ditentukan oleh KPA dengan
rncmpertimbangkan tingkat pendidikanj kepatutanj tugas
yang bersangkutan.

(2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayal (1) yang
melakukan peljalanan dinas untu k kepentingan Pemerintah
xcra, digolongkan dalarn tingkar sebagaimana dirnaksud
dalarn Pasal 10ayat (2).
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( )
NIP.

Palernbang; .

Demikian sural pernyataan ini dibuot dcngan sebcnarnya uruuk dapat dipergunakan
seperlunya SCIIUWdengan ketenruan hukurn yang bcrlaku.

(alasan pembatolan PC:l'jolAnRndinas]

Sehubungsn dcn(llUl pembatalun tersebui, pelnksnnaan PCl'jal;'{l1tUldinas tidak dOPA!
dlganukan otch pejabu; I pegawai ncgeri Join.

Yan~bertnndatangan dibawnh ini :
Noma (Pejabnt pcncrhil Sural TUJ{Qs)
NIP
JObOIM
Unit KClJo
SKPO

mcuyatakan dengan sc:sungguhnya. bnhwa lugAl! Pcrialanan Dines Jobnlru, SlSS IlAIllA •

Nama rPclojesons SPD)
NIP
Jal.lalan
Unit Kcrja
SKPD

dibatalkan atau udak ciapal dilaksanakan disebabkan adanyn kepcrluan dinas lainnya yang
sangat menclcsak/pClllillg dan tidak dnpat dhunda yairu ..

SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TU()/\S PERJALAN/\N DINAS JABATAN
NOMOI<: ..

LAMPIRAN I
P~RNI'URAN WALIKO'l'A PALI!:MOANO
NOMOR TAITUN2015
TENTANO I'>EDOMAN PELAKSANMN PERJALANAN DU"AS
DALAM NEOERI



[ ,.)
Nip.

yang membuat pernyataan

Palcmhang, ..

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian han
ternyata surat pernyctaan Ini iidak bcnar dan menimbulkan kcrugian ncgar», ..aya
bertanggungjawab penuh dan bersedia munyeterkan kcrugian rcrsobut kc Kas Negara,

Berkeriaan dengan pernbatalan tersebut. biaya transport berupa dan bioya
penginapan yang telah terlanjur dlbayarkan atas beban OPA tidak dapat dikembalikan /
refund lsebagian / seluruh) scbesar Rp l)l.lhin~a dibebankan pada rekcning
anggaran .

Yang bel'19,ndalangall dibawah Ini :
Nama (PA/KPA)
NIP
.llI.hlHEln
Unit «crja
SKPD

mcnyacakan dengan sesungguhnyo, bahwa Perjalana» DinQ.S-Jabatan berdasarkan Sural
Tugas Nomor: 'I'anggsl : DAn SPD Nornor Taoggal. an :

Noma [Pelaksana SPD)
NTP
.:Jabalan
Unit l(crja
Sl<PD

dibatalkan sesuai dengan Surat Pernyatann Pembatalnn 'rugas Perjalanan Dinas ,Jah(lUIll
Nornor Tanm;a1 ..

SlJRAT PERNYA'J'AANpgM'B~:R/\N/\N
131/\Y/\ Pf::MI:3NI'ALI\N PF;R..IA!.M'lANOINAS JABATAN

IAMPIRAN II
Pr:;'RA'I'URAN WALfKOTA PALEMBANG
NOMOR TAHlIN 20 15
TF.;NTANOPEDOMAN ?ELAI<SANAAN PERJALANAN D1NAS
DALAM NEUER!



Palcmbang, .
Telah menerima iumlah uane sebesarTelah dibaver serumlah

IRp.
Terbilang

( )
NIP.

( )
NIP.

Palembang .
Pelaksana SPO.

Mcngciahui I menyetujui :
KURS8 Pcngguna Anggaran

Dcmikian SUTal pernyataan inl dibunt dCI1t:>lnscbcnarnya unuik dapa; dipergullskAI1
mcstinya.

2. JumJah uang tersebui pada angkR I diatas benar-benar dikeluarkan untuk
pelaksanaan perjnlanan clhlAS rlimaksud dan apabiJa dl kemudlan hari tcrdapat
kelebihan arns pembayaran kami bersedia untuk mcnyctorkan kclebihan tersebut
sebagaimana ke Kill! Dacrah.

diperolehbukri-bukri pengeluarannya. melipuu :
No. URAIAN JUMLAII

Yang bertandatangar: dibawah ini :
NAma (Pelal<sru1n 51-'1))
NIP
JalJalall

bcrdasarkan Sural Perjalanan Dinas (Srn) Nomor Tanggal , dengan
illi kami mcnyatakan dengan sesungguhnyn hnhwH :
I. Biaya transport PC1:8wltidanl atau bHl),Openginapan di bawah ini yang tidak dOpOI

i

OAF'TAR flENOELUARAN RilL

LAMPlRAN III
PERATURAN WAblKOTA PAI.EMBANC
NOM<')~ TAHUN 2015
T~NTAN(l PEDOMAN PELAKSANMN PERJALANAN DINA
OAI.AM NEOERJ



l·.... ··..···.. ··..········.. ··.. ··..··.. ····)
NiP .

PA /KPA

Dikeluarkan c.1i
Tan~a1

1. Nallla PcpIV81 yAng IIlclAksanaknn PerjaiAnnn Dinns

Nip

2. It. PIt"g.J.:>1Itilm G,,'n"llI'"
h. .'ltlllttan /In!ltnnKi

c. 1'ingkat Ui",ya I'erjalanan Ulnas
3. Maksud PerjalananDinas

4. Alat Angkumn yang dlpergunakan

5. H. 'l'.~rn"atBlIrnnglulI

b. Ternpat TuJuan

6. a, I..runanyn PerJaJanan Dlnas

h. Ta"~l Rumngkal

c. TnnggaJ horus Kemball

7. N"ma yang diikul ""rt"k,,"

8. f'embebanllil Ancglll1U1

A. ll1fttRI1~i

b. Rekellin!: Anggaran

9. Kcteranglln Lain-lain

NornorSKPD

SURAT PERJALANAN .DINAS (SPD)

lJ\MP1RAN V
PJ!)I~J\TUAANWAI..IKOTA PAI..EMBANO
NOMOR TAHUN 20 15
'I'ENTANG fJIDI)OMAN fJELAKSANAAN f'ER,IALANAN f.)JNAl)
DALAM NEOERI



I. Berangkat darl :
(Tempat kedLJdukan) :
Kc :

Padalanggat :
Kepala :

( ..... ,........................ ,......... )
Nip

II. Tibadl : Beral18~aldad :
PadaTgl : Ke :
Kcp~l~ : Pada tangg~1 :

Kcpala :

( ........................................ ) ( .......... ,.._ ................... ,..... )
Nip Nip

III. Tiba d, : Beranll~al dad :
PadaTel : Ke :
Kepale : P;u;IQ tHllual :

Kepala :

( ......................... ,............. , ) ( ........................................ )
Nip Nl!:>

tv. Tiba di : BeranRkatdarl :
PedaTgl : Kc :
Kepala : Pada tanggal :

Kcpala :

( ........................................ ) ( ........................................ )
Nip NIP

V. Tiba dl : Bcrangkal dad :
PadaTgl : Ko :
Kepals : Pada langeal :

Kepala :

( .................................... -.. ) ( ........................................ )

Nip Nip
VI. Tlba dl : Oerangkal darl :

PadaT81 : Ke :
Kepala : pada tanggoll :

l<ell~l~ :

( ........................................ ) ( ........................................ )

Nip Nip

VII. calat~n latn-taln

VIII. PEnHATIAN :
PA/KPA vang ,"~ncrbitkal\ SPD. pegaWlliyans mcla~ukan pe' jalnnan dll,GS, par;, pejabll1 yang
nlel\£esahkan llln8B~1bcrannka!/tlba, sertabundahar3pen8elu~r.!IIberlan8BungjawabberdAJarkan
per.uuran.p~ra,tu ...n kl'Ua"g9n neK.'4 / daorah ~pabll. neg"" J dacrah mcndcrita kp.fuglnn nklbat
kesalahan. kc,pl~lan, dan kcalp~.nny3,


